


KATA PENGANTAR

sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (

LKPJ )/Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) SKPD
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun
2021 dapat diselesaikan dengan baik. Melalui LKPJ-LPPD SKPD ini dapat dilihat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan dan keberhasilan yang telah dicapai pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kab. Tanah Laut dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsihya.

@ uji syukur kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Karunia- Nya

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Pertanggungjawaban
Keterangan Pertanggunjawaban( LKPJ )/Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) SKPD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah
Laut Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang
membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan
informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan
tenaganya dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ]
)/Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut Tahun 2021 ini, kami
ucapkan terima kasih.

Pelaihari, Januari 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,

Hj. Noffhayati, SH
NIP. 19621109/199203 2 006




BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah
Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentang Perubahan atas
Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah laut yang mana sebelumnya berstatus Kantor.
Beberapa peraturan yang mendukung terselenggaranya pelayanan
dibidang kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :
1. Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2013  tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;'

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
kepada Kepala Daerah, Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD);

1.2. Gambaran Umum SKPD
a. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 06 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut,
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Kependudukan
dan Catatan Sipil.
Dengan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri : a. Subbag Perencanaan dan Keuangan
b. Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :




a. Seksi Identitas Penduduk
b. Seksi Pindah Datang Penduduk
c. Seksi Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
a. Seksi Kelahiran
b. Seksi Perkawinan dan Perceraian
" ¢. Seksi Perubahan Status anak, Pewarganegaraan dan
Kematian
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
c. Seksi Kerjasama dan Inovasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur organisasi dapat dilihat pada table berikut :




b. Kepegawaian

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2021 berjumlah 63 Orang
terdiri dari 27 PNS dan 36 orang tenaga PTT dengan perincian
sebagai seperti tabel berikut :

1) Kepala Dinas : 1 orang

2) Sekretaris . 1 orang

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan : 1 orang

e Staf . 3 orang

b. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian . 1 orang

e Staf - 10
orang

3). Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk: 1 orang

a. Kepala Seksi Identitas Penduduk . . 1 orang
o Staf :16 orang

b. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk . 1 orang
e Staf . 2 orang

c. Kepala Seksi Pendataan Penduduk : 1 orang
e Staf . 2 orang

-4) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil . 1 orang

a. Kepala Seksi Kelahiran : 1 orang
e Staf : 5 orang

b. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian . 1 orang
o Staf -

c. Kepala Seksi Perubahan Status Anak,
Pewarganegaraan & Kematian . 1 orang
o Staf : 1 orang

5) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan . 1 orang

a. Kepala Seksi SIAK : 1 orang
e Staf -

d. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan : 1 orang
e Staf -

e. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi : 1 orang




e Staf -
f. Pranata komputer pelaksana v : 1 orang

Jumlah Jabatan Struktural yang ada pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk masing-masing
eselon adalan :

1. Eselon Il b sejumlah 1 (satu) orang (Kepala Dinas)
dan telah memenuhi syarat kepangkatan IV/c
serta telah mengikuti pendidikan penjenjangan
Spama/Diklatpim 11

2. Eselon lll a sejumlah 1 (satu) orang (Sekretaris)
dan telah memenuhi syarat kepangkatan IV/b dan
telah mengikuti pendidikan  penjenjangan
Adum/adumla/diklat PIM [iI-

3. Eselon Il b sejumiah 3 (tiga) orang kepala Bidang
dan telah memenuhi syarat kepangkatan IV/a dan
telah mengikuti pendidikan  penjenjangan
Adum/adumla/dikiat PIM Iii

4. Eselon IV a berjumlah 18 ( delapan belas ) orang
dan telah memehuni syarat kepangkatan yaitu lid/
s/d lli/d dan telah mengikuti pendidikan
penjenjangan Adum/Adumia dan Diklat PIM 1V,

f. Data Statistik

Data ini menyajikan tentang data spesifik sebagai
gambaran profil yang dikelola dan menjadi tanggung jawab Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Unsur
Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang
memberikan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan
Sipil.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menggunakan
sistem komputerisasi SIAK Online hingga ke setiap Kecamatan,
sehingga diharapkan masyarakat dapat menikmati pelayanan
yang mudah dan cepat.




Berdasarkan tabel diatas jumlah Penduduk Tanah Laut
Semester II Tahun 2021 ( data hasil integrasi dengan
pemerintah pusat ) adalah 348.505 jiwa yang terdiri dari
‘177,263 laki-laki dan 171,242 perempuan dan masih tampak
bahwa penyebaran Penduduk masih bertumpu di Kecamatan
Pelaihari dengan jumiah penduduk 78,001 jiwa kemudian diikuti
Kecamatan Bati-bati 44.156 jiwa dan Kecamatan Kintap 42,423
Sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan
Bumi Makmur dengan jumlah penduduk 13.920 jiwa.

Dengan luas wilayah Kabupaten Tanah Laut sekitar
"3.631,35 kilometer persegi yang didiami oleh 347.893 jiwa
maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Tanah Laut tahun
2021 sebanyak 96 orang perkilometer persegi. Jika
dibandingkan tahun 2020 tingkat kepadatan penduduk pada
tahun 2021 mengalami kenaikan dimana tahun 2020
berdasarkan data SIAK jumlah penduduk di Kabupaten Tanah
Laut sebanyak 346.771 jiwa dengan rata-rata kepadatan
penduduk adalah 95 orang perkilometer persegi.

Adapun Jenis iayanan yang telah dilaksanakan tahun
2021 vyaitu untuk penduduk yang membuat Kartu tanda
penduduk (KTP) atau yang melakukan perekaman KTP
elektronik sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak : 38,616
orang, jumlah kepemilikan akta kelahiran sampai dengan 31
Desember 2021 sebanyak 13,987 lembar, jumlah penerbitan
akta kematian pada tahun 2021 sebanyak 2,576 lembar serta
akta perkawinan non muslim sebanyak 100 lembar, dan
penerbitan akta pengangkatan anak sebanyak 0 lembar/ tidak
ada pengajuan




daks
2.1.1.

Urusan Wajib
Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)

BAB II
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dalam
pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sesuai dengan Target dan Panduan Operasional SPM
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota berdasarkan
Permendagri Nomor 69 Tahun 2012. Secara umum pelaksanaan
pembangunan dibidang kependudukan telah dilaksanakan dengan
baik, hal ini dapat dilihat dari Capaian Kinerja penyelenggaraan

Urusan Kependudukan sebagai berikut :

Rencana
Jenis SPM Nilai Target Realisasi | Capaian Rumus
Pelayanan Indikator Pencapaian (%) Perhitungan
2021

Kependuduka | IKM 100% | 80 89,28 100% Hasil survey

n © dan

Pencatatan

Sipil
Jumilah 100% | 19.000 41.926 100% Jumlah pemohon x
pengajuan 100 dibagi jumlah
penerbitan dokumen yang ,
KTP-el yang diterbitkan
terverifikasi 19.000 x 100

41.916
Jumlah 100% | 20.000 38.616 100% Jumlah pemohon x
pengajuan 100 dibagi jumlah
penerbitan dokumen yang
KK yang diterbitkan
terverifikasi 20.000 x 100
38.616

Jumlah 100% | 5.000 19.081 100% Jumlah pemohon x




100 dibagi jumlah

pengajuan
penerbitan dokumen yang
KIA yang diterbitkan
terverifikasi 5.000 x 100

19.081
Jumlah 240 2.487 100% Jumlah pemohon x
layanan yang 100 dibagi jumlah
terverifikasi dokumen yang
pengajuan diterbitkan
penerbitan 240x 100 :2.487
SKPWNI
Pindah)
Jumiah 13.000 13.987 100% Jumlah pemohon x
pengajuan 100 dibagi jumliah
layanan dokumen yang
penerbitan diterbitkan
akta 13.000 x 100
kelahiran 13.987
yang di
verifikasi
Jumlah 50 100 100% Jumlah pemohon x
pengajuan 100 dibagi jumlah
layanan dokumen yang
penerbitan diterbitkan
akta 50 x 100 : 100
perkawinan
yang di
verifikasi
Jumlah 1 4 100% Jumlah pemohon x
pengajuan 100 dibagi jumlah
layanan .| dokumen yang
penerbitan diterbitkan
akta 1x100:4
perceraian
yang di
verifikasi
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Jumlah
pengajuan
layanan
penerbitan

akta

1.525

2.576

100%

Jumlah pemohon x
100 dibagi jumlah
dokumen yang
diterbitkan

2.576 x 100 : 1.525

kematian
yang di

verifikasi

Jumlah 5 0 0% Tidak ada
pengajuan permohonan
layanan
penerbitan
pengesahan
anak yang di

verifikasi

Jumiah 5 0 0% Tidak ada
pengajuan permohonan
layanan
penerbitan
pengesahan
anak yang di

verifikasi

Sumber data : Bidang Piak dan Pemanfaatan data
1. Capaian standar pelayanan minimum (SPM) yang pertama yaitu
indeks kepuasan masyarakat dengan capaian 89,28 dari target
yang ditetapkan dalam renstra SKPD sebesar 80, hal tersebut
mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibanding dengan
tahun 2020 dengan nilai 86,82, dari 9 (sembilan unsur layanan
tersebut dapat dilihat unsur layanan biaya/tarif berada dalam
kategori nilai interval konversi 88,31 - 100 atau mutu pelayanan
A (sangat baik), karena pengurusan dokumen kependudukan
dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya/gratis. Sedangkan
unsur layanan sarana dan prasarana berada pada nilai interval
konversi 76,61 - 88,3 atau mutu pelayanan B (baik), hal ini
disebabkan karena kondisi kantor yang sudah tidak memadai
terutama pada ruang pelayanan dan lahan pakir pengunjung,




pada dasarnya unsur layanan sarana dan prasarana tersebut
sudah baik hanya saja perlu ditingkatkan lagi.

Capaian Standar Pelayanan Miniman (SPM) yang kedua yaitu
jumlah pengajuan penerbitan KTP-el yang terverifikasi, dengan
capaian tahun 2021 sebesar 100% dimana tahun 2021 telah
diterbitkan sebanyak 41,926 keping dari terget yang telah
ditetapkan sebanyak 19.000. Capaian indikator tersebut telah
melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%

. Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ketiga
“adalah jumlah pengajuan penerbitan KK yang terverifikasi
dimana pada tahun 2021 telah mencapai 100% dimana pada
tahun 2021 teleh diterbitkan Kartu Keluarga sebanyak 38.616
lembar dari target yang telah ditetapkan sebanyak 20.000
lembar, dilihat dari capaian secara keseluruhan  dapat
dikatakan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut
telah memiliki Kartu Keluarga (KK)

Capaian standar pelayanan minimum (SPM) yang keempat
yaitu jumlah pengajuan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
yang terverifikasi pada tahun 2021 telah mencapai 100%
dimana pada tahun 2021 telah diterbitkan KIA sebanyak 19.081
dari terget yang telah ditetapkan yaitu 5.000.

. Capaian SPM vyang kelima jumlah layanan pengajuan
penerbitan SKPWNI yang terverifikasi dengan capaian 100%,
dimana pada tahun 2021 telah terealisasi 2.487 SKPWNI dari
target yang telah ditetapkan sebanyak 240 SKPWNI.

. Capaian Standar Pelayanan Miniman (SPM) yang keenam
jumlah pengajuan layanan penerbitan akta kelahiran yang di
verifikasi dengan capaian 100%, dimana pada tahun 2021 telah
terealisasi sebanyak 13.987 dok akta kelahiran dari terget yang
telah ditetapkan sebanyak 13.000 dok akta kelahiran.

. Capaian Standar Pelayanan Miniman (SPM) ketujuh yaitu
jumlah pengajuan layanan penerbitan akta perkawinan yang
diverifikasi dengan capaian 100%, dimana pada tahun 2021
terealisasi sebanyak 100 dok akta perkawinan dari target yang
telah ditetapkan sebanyak 50 dok akta perkawinan.
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2.1.2.

b

8. 'Capaian SPM kedelapan yaitu jumiah pengajuan layanan
penerbitan akta perceraian yang diverifikasi dengan capaian
100%, dimana pada tahun 2021 terealisasi sebanyak 4 dok akta
perceraian dari target yang telah ditetapkan sebanyak 1 dok
akta perceraian.

9. Capaian SPM kesembilan yaitu jumlah pengajuan layanan
penerbitan akta kematian yang di verifikasi dengan capaian
100%, dimana pada tahun 2021 terealisasi sebanyak 2.567 dok
akta kematian dari target yang ditetapkan sebanyak 1.525 dok
akta kematian.

Kesesuaian Perencanaan Pembangunan ( Kesesuaian antara Renstra
dan Renja )

Proses perencanaan diawali Dari Penyusunan Renstra SKPD
yang Diturunkan Dari RPJMD, dimana RENSTRA ini Dijabarkan
Melalui Renja SKPD Dengan Mereview RKPD Kabupaten. Dari Hasil
Review terhadap RKPD ini disusun RENJA Akhir SKPD sebagai acuan
untuk penyusunan rencana anggaran SKPD sampai dengan
penyusunan DPA SKPD tahun 2022.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berpedoman pada Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah maka Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dalam mengelola program
Jkegiatan dan sub kegiatan dikelompokan pada urusan wajib.
Sementara anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan tersebut merupakan jenis belanja langsung.

Pada tahun 2021 program, kegiatan dan sub kegiatan yang
dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah laut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
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2.1.4. Alokasi dan realisasi anggaran

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta pencapaian realisasi
belanja langsung per 31 Desember tahun 2021 dapat dilihat pada

tabel 1.4. dibawah :

Tabel. 1.4. Alokasi dan Realiasi Anggaran

Alokasi i
Realisasi
No. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran (Rp.) (%)
(Rp.)
I | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA
A ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4,024,207,780 3,744,462,672 163.37
j || Penepsci oeidon Tunjangan ASH 4,018,522,380 |  3,740,466,672 |  93.08
2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5,685,400 3,996,000 70.29
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA
B | PERANGKAT DAERAH 65,068,376 36,632,006 | 342.38
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2,059,000 1,170,600 57
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5,790,000 i} _
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 240,000 : }
P Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2,040,000 1,800,000 88.24
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1,440,000 1,200,000 83.33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar
6 | Realisasi Kinerja SKPD 29,484,876 27,461,406 93.14
5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24,014,500 5,000,000 20.82
¢ ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 22,567,500 21,477,000 95.17
1 Sosialisasi Peraturan Perundang — undangan 22,567,500 21,477,000 95.17
D ADMINISTRASE UIUN PERANGKAT RAERAK 2,124,318,863 1,837,904,519 86,52
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7,229,420 7,004,750 96.89
2 Penyediaan Peralatan dan" Perlengkapan Kantor 1,842,605,323 1,570,653,850 85.24
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 121,324,500 108,095,000 89.10
4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5,400,000 5,040,000 93.33
5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 147,759,620 147,110,919 99.56
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
E PEMERINTAH DAERAH 58,888,170 54,545,000 92,62
g | RN Hkhe: 13,750,000 13,200,000 | 96.00
2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 45,138,170 41,345,000 91.60
12




Lainnya

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

F | DAERAH 454,459,710 337.179.585 74,19
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,101,600.00 928,000 84.24
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 148,043,006.00 90.622.684 61,21
3 Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor 305,315,104.00 245,628,901 80.45
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
G | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 188,048,476 168,823,161 89,78
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
1 Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 117,298,276 104,410,411 89.01
2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya 5,713,200 4,830,000 84.54
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
3 Bangunan Lainnya 65,037,000 59,582,750 91.61
I PENCATATAN SIPIL
g | PELAYANAN PENCATATAN SIFIL 126,115,500 | 104,298,950 | 82,70
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pelaporan
1 Peristiwa Penting 14,244,800 10,904,700 76.55
2 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 111,870,700 93,394,250 83.48
11 PENDAFTARAN PENDUDUK
PELAYANAN PE
1 N PERIAFTARAN PERDUDUS 554,663,900 | 438,368,985 | 79,03
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas
1 Pendaftaran Penduduk 362,288,800 311,123,485 85.88
2 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 192,375,100 127,245,500 66.14
v PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI
J | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 959,962,120 941,116,246 98.04
1 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 959,962,120 941,116,246 08.04
PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN
K | DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN 31,833,900 30,153,000 94,72
1 Pengolahan dan Penyajian Data kependudukan 20,915,530 20,245,000 96.79
2 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 10,918,370 9,908,000 90.75
JUMLAH 8.610.134.295 7,714,961,124 89.60
13




Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi penyerapan anggaran pada tahun
2021 adalah sebesar Rp. 7.714.961.124,- dari pagu sebesar Rp.
8.610.134.295,- atau mencapai 89,60%.
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215,

Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

1.
4.

Kurangnya aksebilitas masyarakat dengan tempat pelayanan
Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya
dokumen kependudukan

3. Masih tersentralisasinya penyediaan blangko E-KTP di Pemerintah
Pusat.
B. Solusi

Upaya solusi pemecahan masalah tersebut antara lain:
Meningkatkan aksebilitas masyarakat ketempat pelayanan dengan
meningkatkan intensitas pelayanan langsung;

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen
kependudukan dengan meningkatkan intensitas kegiatan
sosialisasi,

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait
baik dengan Pemerintah Pusat maupun SKPD terkait
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PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Datu Daim I No. 4 Telp. (0521) 21004 Fax (0521) 21798 Pelaihari
1. KTP
JML WAJIB KTP- JML WAJIB KTP-el YANG SUDAH
NO KECAMATAN el (Jiwa) IML PEREKAMAN % MEMILIKI KTP-el (Jiwa)
1 TAKISUNG 23.966 23.668] 98,76 23.668
2 JORONG 23.674 23.148) 97,78 23.149
3 PELAIHARI 56.520 55.671} 98,50 55.671
4 KURAU 10.273 10.243} 99,71 10.243
5 BATI-BATI 32.165 31.762| 98,75 31.762
6 PANYIPATAN 18.271 18.131| 99,23 18.131
7 KINTAP 29.272 28.226] 96,43 28.226
8 TAMBANG ULANG 13.073 13.054] 99,85 13.054
9 BATU AMPAR 19.792 19.501} 98,53 19.501
10 BAJUIN 14.001 13.809] 98,63 13.809
11 BUMI MAKMUR 10.084 10.0071 99,24 10.007
JML 251.091 247.221| 98,46 247.221
2. KIA
JML PENDUDUK 3;;'::'::‘.::‘;2
NO KECAMATAN USI(AJ;:? TH SUDAH MEMILIKI %
KIA (Jiwa)
3 TAKISUNG 9.134 3.012] 32,98
2 JORONG 10.708 4.094| 38,23
3 PELAIHARI 22.785 10.142 | 44,51
4 KURAU 3.932 1.729| 43,97
5 BATI-BATL 12.728 4.674| 36,72
6 PANYIPATAN 7-173 2.639| 36,79
7 KINTAP 13.981 6.216| 44,46
8 TAMBANG ULANG 5.420 2.701| 49,83
9 BATU AMPAR 8.029 2.824{ 35,17
10 BAJUIN 5.549 2.939{ 52,96
11 BUMI MAKMUR 4.084 2427 5943
JML 103.523 43.397 | 41,92
3. AKTA KELAHIRAN
s pevmue | SLTEDSR
NO KECAMATAN USIa il:i; TH SUDAH MEMILIKI %
AKTA (Jiwa)
1 TAKISUNG 9.534 9.359]| 98,16
2 JORONG 11.113 10.881| 97,91
3 PELAIHARI 23.826 23.453| 98,43
4 KURAU 4.133 4.039| 97,73
) BATI-BATI 13.295 12,992 97,72
6 PANYIPATAN 7.445 7.289| 97,90
7 KINTAP 14.580 14,188| 97,31
8 TAMBANG ULANG 5.649 5.536| 98,00
9 BATU AMPAR 8.325 8.1831 98,29
10 BAJUIN 5.864 5.766| 98,33
11 BUMI MAKMUR 4.257 4.188| 98,38
JML 108.021 105.874| 98,01
4. OPD KERJASAMA
NO oPD
1 DINAS SOSIAL
2 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN
3 BPBD

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupatep Tanah Laut

Hj. ayati, SH

Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19621109 199203 2 006




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JI. Datu Daim Ii No 4 Telp. !05 12! 21004 Pelaihari Kode Pos 70814.

DATA KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

JUMLAH PENDUDUK

, | | ~ JUMLAH PENDUDUK USIA 0 — 16 TAHUN ,

No EECAMATAN USIA 0-16 TAHUN (Jiwa) | YANG SUDAH MEILIKI %

KIA

T | TAKISUNG 9134 3.012 32.98
2 JORONG 10,708 4,094 38.23
3 | PELAIHARI 22,785 10,142 2451
4 | KURAU A 3.932 1,729 43.97
5 [ BATL.BATI 12.728 4.674 36.72
6 | PANYIPATAN 7173 2.639 36.79
7 [ KINTAP 13.981 6216 44.46
§ | TAMBANG ULANG 5.420 2.701 29.83
9 BATU AMPAR 8,029 2.824 3517
10 BAJUIN 5,549 2,939 52.96
11| BUMI MAKMUR 4,084 2.427 59.43
JUMLAH 103,523 43,397 41.92

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,

Hj. NOC YATI, SH
Pembina U Muda (IV/c)
NIP.19621109 199203 2 006




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JI. Datu Daim Il No 4 Telp. (0512) 21004 Pelaihari Kode Pos 70814.

¢

DATA AKTA KELAHIRAN
JUMLAH PENDUDUK
JUMLAH PENDUDUK USIA 0 —17 TAHUN
e BRCOMSTA USIA 0-17 TAHUN (Jiwa) | YANG SUDAH MEILIKI e
AKTA

1 | TAKISUNG 9,534 9,359 98.16
2| JORONG 11,113 10,881 97.91
3 | PELAIHARI 23,826 23,453 98.43
4 | KURAU 4,133 4,039 97.73
5 | BATI-BATI 13,295 12,992 97.72
6 | PANYIPATAN 7,445 7.289 97.90
7 | KINTAP 14,580 14,188 97.31
8 | TAMBANG ULANG 5,649 5,536 98.00
9 | BATU AMPAR 8,325 8,183 98.29
10 | BAJUIN 5,864 5,766 98.33
11| BUMI MAKMUR 4257 4,188 98.38

JUMLAH 108,021 105,874 98.01

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembina U

Kabupaten Tanah Laut,

Hj. NORHAYATI, SH

‘Muda (IV/c)

NIP.196211Q9 199203 2 006
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